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PENETAPAN
Nomor 608/Pdt.G/2024/PA.AGM

P

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA ARGA MAKMUR

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama,
dalam sidang yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan
Penetapan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, NIK XXXX, tempat tanggal lahir Bengkulu, 05 November
2002, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan
Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di
Kabupaten Bengkulu Tengah, Bengkulu, Email
XXXX@gmail.com, dalam hal ini memberikan kuasa
kepada Ahmad Agil Al- Munawar, S.H. dan Abiyyu
Dzakiyyah, S.H. adalah Advokat pada Kantor Hukum
Ahmad Agil Al-Munawar, S.H. dan Rekan, beralamat di
JI. KH. Ahmad Dahlan, Nomor 10, RT.09, RW.09,
Kelurahan Gunung Alam, Kecamatan Kota Arga
Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, Provinsi
Bengkulu, Telp : 0812XXX73333800 Email
kantorhukumagil@gmail.com, berdasarkan surat kuasa
khusus, tanggal 1 Oktober 2024 yang telah didaftarkan
di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur
dengan Nomor 550/SK/608/Pdt.G/2024, tanggal 7
Oktober 2024, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, NIK XXXX, tempat tanggal lahir Baturaja Lama, 26 Mei
2003, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh
Harian Lepas, bertempat tinggal di Kabupaten Bengkulu
Tengah, Bengkulu, selanjutnya disebut sebagai

Tergugat;
Pengadilan Agama tersebut;
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Telah mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti bukti di

persidangan;
DUDUK PERKARA

Gugatan Penggugat
Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 01 Oktober 2024
yang didaftarkan secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga
Makmur, Nomor 608/Pdt.G/2024/PA.AGM tanggal 07 Oktober 2024, dengan
dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:
1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada
hari Minggu, tanggal 28 Mei 2023 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah
pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Talang Empat, Kabupaten
Bengkulu Tengah, sebagaimana hal tersebut tercantum dalam Kutipan Akta
Nikah Nomor : XXXXX, tertanggal 29 Mei 2023, pada saat menikah
Penggugat dan Tergugat berstatus Jejaka dan Perawan;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di
rumah milik orang tua Penggugat yang berada di Kabupaten Bengkulu
Tengah, kemudian bertempat tinggal terakhir di rumah kontrakan di
Kabupaten Bengkulu Tengah, sampai dengan berpisah;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah
melakukan hubungan suami isteri (Bada Dukhul), dan belum dikaruniai
keturunan;
4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan
harmonis, namun pada akhir tahun 2023 rumah tangga Penggugat dan
Tergugat mulai goyah Terjadi pertengkaran dikarenakan Tergugat
yang menjalin hubungan dengan wanita lain, hal tersebut sudah Tergugat
lakukan sebanyak 7 (tujuh) kali dengan wanita yang berbeda, akibat dari
kelakuan Tergugat tersebut membuat Penggugat sakit hati dan tidak
sanggup lagi untuk menjalani hubungan rumah tangga bersama Tergugat;
5. Terjadi pertengkaran dikarenakan Tergugat yang suka membentak-
bentak Penggugat dan marah-marah kepada Penggugat, sehingga
membuat Penggugat merasa takut dan tidak nyaman lagi untuk bersama

dengan Tergugat;
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6. Bahwa pada bulan Januari 2024 terjadi puncak perselisihan dan
pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena alasan-
alasan yang Penggugat kemukakan di atas, akhirnya Penggugat pergi dari
rumah kontrakan dan pulang kerumah orang tua Penggugat di Desa Taba
Pasemah, Kecamatan Talang Empat, Kabupaten Bengkulu Tengah,
sedangkan Tergugat tetap tinggal dirumah kontrakan di Desa Taba
Pasemah, Kecamatan Talang Empat, Kabupaten Bengkulu Tengah dan hal
tersebut telah berlangsung lebih kurang selama 7 Bulan;

7. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan rumah tangga
Penggugat dan Tergugat akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

8. Bahwa akibat dari tindakan Tergugat tersebut, Penggugat berkesimpulan
rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan
lagi lebih baik bercerai saja;

9. Bahwa tujuan pernikahan Penggugat dan Tergugat yaitu keluarga yang
sakinah mawaddah warahmah sudah tidak dapat diharapkan lagi,
sebaliknya yang terjadi adalah penderitaan/kesengsaraan bagi Penggugat;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat
perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua
Pengadilan Agama Arga Makmur cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan
mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:
PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat TERGUGAT, terhadap
Penggugat PENGGUGAT;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;
SUBSIDAIR:
Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon Penetapan seadil-adilnya (ex
aequo et bono);
Kehadiran Para Pihak

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat yang diwakili
Kuasanya datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak
datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk
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menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, yang berdasarkan Surat
Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil
secara resmi dan patut;
Kelengkapan Kuasa Hukum

Bahwa Kuasa Hukum Penggugat telah menyerahkan surat kuasa
khusus tanggal 1 Oktober 2024, fotokopi kartu tanda pengenal advokat serta
fotokopi berita acara sumpah yang masing-masing telah dicocokkan dengan
aslinya;
Pencabutan Perkara

Bahwa kemudian Penggugat menyatakan mencabut perkaranya
dengan alasan akan memastikan kembali alamat tempat tinggal Tergugat;
Pemeriksaan Selesai

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses
pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi
dilanjutkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, segala yang tercatat
dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana terurai di atas;
Kehadiran Para Pihak

Menimbang, bahwa bahwa Penggugat dengan didampingi Kuasa
Hukumnya datang menghadap di persidangan sedangkan ternyata Tergugat
tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain
untuk menghadap sebagai wakil/lkuasanya yang sah, dan berdasarkan surat
panggilan (relaas) Nomor 608/Pdt.G/2024/PA.AGM tanggal 13 Oktober 2024
dan Nomor 608/Pdt.G/2024/PA.AGM tanggal 27 Oktober 2024 yang dibacakan
di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ternyata
tidak datangnya Tergugat tersebut dikarenakan pihak pemerintahan desa
menolak panggilan tersebut;

Kuasa Hukum Penggugat

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa syarat formil dan

materil surat kuasa Penggugat, berupa kartu tanda pengenal advokat yang

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 608/Pdt.G/2024/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih aktif dan berita acara sumpah advokat dan isi surat kuasa berupa
pemberian kuasa yang tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan dan
ketertiban umum, maka Majelis Hakim menyatakan surat kuasa Penggugat
tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sesuai dengan ketentuan
Pasal 147 ayat (1) RBg., juncto Surat Edaran Mahkamah Agung Republik
Indonesia Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik
Indonesial Nomor 6 Tahun 1994 juncto Pasal 32 Undang-Undang Nomor 18
Tahun 2003 tentang Advokat juncto Pasal 3, 4, dan 5 Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai sehingga Kuasa Hukum
Penggugat diizinkan beracara untuk membela/mewakili kepentingan Penggugat
dalam perkara ini;

Pencabutan Perkara

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasanya di persidangan telah
menyatakan mencabut perkaranya dengan alasan akan memastikan alamat
Tergugat terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa atas permohonan pencabutan gugatan Penggugat
tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan pencabutan gugatan tersebut dapat
dibenarkan sesuai dengan ketentuan pasal 271 dan pasal 272 Rv, dan
pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat
sebab belum terjadi jawab menjawab oleh karena itu permohonan Penggugat
untuk mencabut perkaranya dapat diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut
maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Petitum angka 3 (Biaya Perkara)

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan
setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam
perkara ini harus diperhitungkan

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan
sehingga berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan
perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang
Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum
syar’i yang berkaitan dengan perkara ini;
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Amar Penetapan

MENGADILI
1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor
608/Pdt.G/2024/PA.AGM, dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut
dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini
sejumlah Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah);
Penutup
Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari
Selasa tanggal 5 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil
Awal 1446 Hijriah, oleh Ramadaniar, S.H.l., M.H., sebagai Ketua Majelis,
Fatkul Mujib, S.H.l., M.H., dan Rusdi Rizki Lubis, S.Sy.,S.H. M.H., sebagai
Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan
disampaikan kepada Para Pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan (SIP)
pada hari Rabu tanggal 6 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 4
Jumadil Awal 1446 Hijriah oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim
Anggota tersebut dan dibantu Veby Erdita, S.H. sebagai Panitera Pengganti,
serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya

Tergugat.
Ketua Majelis,
ttd
Ramadaniar, S.H.l., M.H.
Hakim Anggota, Hakim Anggota,
ttd ttd
Fatkul Mujib, S.H.l., M.H. Rusdi Rizki Lubis, S.Sy.,S.H. M.H.

Panitera Pengganti,
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ttd

Veby Erdita, S.H.

Perincian Biaya Perkara :
/4 Biaya pendaftaran Rp  30.000,00

Biaya proses Rp 100.000,00
Biaya panggilan Rp  60.000,00
Biaya PNBP Rp 20.000,00

L T o

Biaya redaksi Rp 10.000,00
Biaya materai Rp 10.000,00
Jumlah Rp 230.000,00

(dua ratus tiga puluh ribu, rupiah)
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